LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

SERI: B TAHUN 1998 .NOMOR: 5

PERATURAN DAERAIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT It
PANGHALPINANG :

NOMOR : 18 TARUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RANMAT TUMAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT PANGKALPINANG

Menimbang : a., bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber
pendapatan Daerah Yang penting guna mem—
biayai penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan untuk memantapkan Otonomi Da
erah yang nyata, dinamis, serasi dan ber
tanggung jawab dengan titik berat pada
Daerah Tingkat II,

b. bahwa Retribusi Izin Trayek yang digo =
longkan sebagai Retribusi perizinan ter-
tentu adalah merupakan kewenangan Peme -
rintah Daerah Tingkat IT,

c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaima
na dimaksud pada huruf a diatag, perlu
diatur dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tehun 1959tentang
Pembentukan Daerah Tk II dan Kotapraja -~
di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Re—
publik Indonesia Tahun 1959 Nomor 713, tam
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1913),
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lemba -
ran Negara Republik Indomesia Tehun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Mukum Acara Pidena (Lembaran Negara Repub -
1ik Indonesia Tahun 1981 Nomox 76, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomox

3209).

.

' Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 téntgng

Lalu lintas dan Angiutan Jalan (  Lembaran®
I}‘ega.ra Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo~-
nesia Nomor 3480).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Kegara Republik Indonesia Tahun 1397 Nomor
41, Tembahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3685).

Undang~-undang Nomor 28 Tahun 1997  tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lemba.
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 81, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 3710).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanezan Undang~undang Nomor 8
Tanmun 1961 tentang Hukum Acara Pidana (lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 6, Tambehan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tzhan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat 1I (Lembaran Negara Republik Indo -
nesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lemba~
ran Negara Republik Indonesia Nomox 3410).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
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tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3527),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 téntang -
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indo=-
nesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambshan Lembaran Ne~
gara Republik Indonesia Nomor 3692).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tghun
1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Ne-
geri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah-.Jo Ke-
putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingku -
ngan Pemerintah Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratu—
ren Daerah Perubahan,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
jalan dengan Kendaraan Umm jo Keputusen Menteri
Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Pe -
nyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan-
Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan -
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Per
hubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penye =~
lenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kenda-
raen Umum,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Dae =
rah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retri-
busi Daerah, :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Pedomen Tata Cara Pemeriksaan di =
bidang Retribusi Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119  Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis -
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Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
II.

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kota
medya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor :
0l Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib
DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota =
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan 3 PERATURAN DAERAM KOTAMADYA DAERANW TINGKAT..IT
PANGKATPINANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I
KETENTUAN UMOM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang,

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daersh
Tingkat II Pangkalpinang.

c. Kepala Daersh adalah Walikotamadya Kepala Daerah TK
II Pangkelpinang.

d. Pejabat adalsh Pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang Retribusi Daerah sesual dengan Peraturan per-
undang-undangan Daerah yang berlaku. N

e. Badan adelah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnysa, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, fir
ma, koperasi, kongsi, yayasan, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk baden usaha lainnya.

f. dngkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor
yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan
dipungut bayaran.

g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan
jasa angkutan orang dengan mobil Bus, mobil permmpang
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dan engkutan khusus yang mempunyal asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap man
run tidak berjadwal dalam wilayah daerah,

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat du -
duk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik de
ngen maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi,

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dileng
kapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak terma~
suk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun . tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi,

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas ke
giatan tertentu Pemerintah Daersh dalam rangka pembe-
rian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimak-
sudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
rengawasan atas kegiatan pemantafen ruang, menggunaan
sumber daya alam, bareng, prasarana, sarane, atau
fasilitag tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan,

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapet disebut
retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepa~
da orang pribadi atan badan untuk menyidiakan pelaya~
nan angkutan penumpang wmum pada suatu atau beberapa~
trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwa -
Jibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu -
Yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memenfaatan izin trayek,

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daersh, yang selan—
jutnya dapat disingkat SPdoRD, adalah surat Yang digu
nakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data ob -
Yek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar per
hitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menu-
rut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah,

Surat Ketetapan Retribusi Daersh, yang selanjutnya da
Ea.t disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menen-
ukan besarnya jumlah retribusi yang terutang,
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p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan -
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda, y

q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan la~
innya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewa
jivan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang
undangan retribusi daerah.

r. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ada -
lzh serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat digebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersang—
ka.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Retribusi Izin Trayek
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menye-
diakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa =~
$rayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah dae-
rah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi ataw badan yang men
dapat izin trayek.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Peri-
2inan tertentu,

BAB IV .
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

"
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Pasal 6
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah .= “4izin
yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.,
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran daitam penetapan struktur dan be-
sarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelengga~
raan pemberian izin trayek,

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -
komponen biaya survei lapangan, dan biaya transporta
8i dalam rangka pengendalian dan pengawasan,

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan
penumpang umum dan daya angkut,

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana di
makdud ayat (1) adalah sebagai berilut :

JENIS KAPASITAS
ANGKUTAN TEMPAT DUDUK TARIF

Mobil Penumpang S/D 8 Orang Rp. 100,000,-
Mobil Bus 9 /D 15 orang Rp. 150.000,~
16 S/D 25 Orang Rp. 175.000,-
lebih dari 26 orang Rp. 200,000,-

BAB VII

WILAYAN PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwalayah daerah tempat
izin trayek diberikan,
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BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10 ’

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima)
tahun, )

Pasgal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya -
SKRD.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdoRD,

(2) SpdcRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani
oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampain
SpdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan—
oleh Kepala Daerah,

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD. : .
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
BAB XTI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Cremmers Sl wosign macif
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(1) Dalam hal wajib retribusi, setelah berakhirnya jang-
ka waktu retribusi dan terlambat memperpanjang izin
trayeknya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 %
(dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang ha
rus dibayar/terutang.

(2) Sanksi administrasi tidak berlaku bagi wajib retri -
busi yang secara resmi memberitahukan penghentian -~
usahanya, sebelum jangka waktu retribusi berakhir
kepada Kepala Daerah atau Dinas Instansi yang dai

tunjuk,
BAB XIII *
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi se
kaligus.,

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya
15 (1lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan
SRTD,

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CRRA PENAGTHAN
Pasal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD dan STRD setelah Jang
ka waktu pelunasan berakhir tidak dibayar oleh Wajib . - =
retribusi, dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dia -
tur dalam pasal 19 pada Peraturan Daerah ini,

BAB XV
KADATUARSA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa~
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhi=
tung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabi -
la wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang~
retribusi, g :
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Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau .,

b. ada pengakuan utang retribusi dan wajidb retribusi-
baik langsung maupun tidak langsung.-.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban se
hingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kuru-
ngan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pe-
langgaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan'Pe
merintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyi-
dik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang=-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah : . .

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kete-
rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah agar keterangan atau la-
poran tersebut menjadi lengkap dan jelas,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan me-—
ngenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran-
perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri
badi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah,
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Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-doku—
men lain berkenaan dengan tindak ridana dibidang retri
busi daerah, -

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen—dokumen lain, serta
melakukan penyitaan trehadap bahan bukti texrsebut,

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanasn -
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dae-~
rah,

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang mening =
galkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksagan se
dang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hu
uf e,

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah,

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipe-
riksa sebagai tersangka atau saksi,
Menghentikan penyidikan,
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarzn pe
nyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menu-
rut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membertahu
kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyi
dikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun
1968 tentang Retribusi Atas Izin Trayek dngkutan Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang dan Peraturan Daerah Perubahannya serta Pe-
raturan pelaksanaannya dinyataken dicabut dan tidak ber -
laku lagi.



